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ABSTRAK

Konstitusi Hijau merupakan gagasan yang menempatkan lingkungan sebagai bagian
dari hak konstitusional yang harus dijamin oleh negara. Indonesia dan Ekuador adalah
dua negara yang memiliki hutan tropis yang luas, namun memiliki pendekatan
konstitusional yang berbeda dalam perlindungan lingkungan. Ekuador, melalui
Konstitusi 2008, telah mengakui hak-hak alam sebagai subjek hukum yang mandiri
(ekosentris), sementara Indonesia masih menempatkan perlindungan lingkungan
dalam kerangka hak asasi manusia (antroposentris) melalui UUD NRI 1945.
Perbedaan ini memberikan dampak terhadap efektivitas perlindungan hutan di kedua
negara. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: Pertama, Bagaimana
perbandingan Konstitusi Hijau (Green Constitution) di Konstitusi Republik Indonesia
dengan Konstitusi Republik Ekuador?. Kedua, Bagaimana peluang konstitusi hijau
yang dapat diadopsi Republik Indonesia dari Konstitusi Republik Ekuador untuk
memperkuat perlindungan hutan —dalam kerangka konstitusionalnya?. Metode
penelitian yang digunakan. dalam!‘pehelitian’addlah jnormatif-dengan pendekatan
penelitian berupa perundang-undangan, konseptual, komparatif. Jenis data yang
digunakan adalah data sekunder yang diperoleh dari studi kepustakaan. Hasil yang
didapat dari penelitian ini adalah: Pertama, Konstitusi Ekuador lebih progresif dalam
perlindungan lingkungan dibandingkan dengan UUD NRI 1945. Konstitusi Ekuador
secara eksplisit mengakui hak-hak alam dalam Pasal 71-74, yang memberikan dasar
hukum bagi lingkungan untuk mendapatkan perlindungan hukum. Kedua, UUD NRI
1945 hanya mengatur perlindungan lingkungan dalam Pasal 28H ayat (1) dan Pasal 33
ayat (4), yang masih berorientasi pada kepentingan manusia. Meskipun demikian,
peluang adopsi prinsip Konstitusi Hijau Ekuador dalam sistem hukum Indonesia tetap
terbuka, terutama melalui penguatan norma lingkungan dalam amandemen UUD NRI
1945 dan penguatan regulasi sektoral di bidang lingkungan hidup dan kehutanan.
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